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ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa merupakan agenda yang dilakukan tiap lima tahun sekali yang mana menimbulkan berbagai macam konflik. Salah satunya adalah persaingan yang sangat ketat, mengingat kursi calon Kepala Desa tidak boleh kosong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Kaliploso. Jenis metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif, dimana melakukan suatu observasi yang disertai oleh wawancara untuk mendapatkan data dan juga pengolahan data. Hasil dari penelitian ini adalah konflik yang terjadi relatif cukup kecil atau hampir tidak ada. Hal ini bisa dilihat melalui hasil wawancara kepada kepala desa terpilih, tim sukses dan juga beberapa warga di Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yang telah tertuang dalam sub pembahasan . Maka teori manajemen konflik Ralf dahrendorf sangat pas digunakan dalam memecahkan permasalahan ini yang relatif cukup kecil. Bahkan perolehan suara pun mendapatkan banyak, yakni sekitar delapan puluh persen, dan suara tidak sah hanya lima persen.
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ABSTRACT

The election of the Village Head is an agenda that is carried out every five years, which causes various kinds of conflicts. One of them is very tight competition, considering that the seat of the Village Head candidate cannot be empty. The purpose of this research is to analyze the conflict that occurred in the election of the village head in Kaliploso. The type of method used in this research is the Qualitative Descriptive method, which conducts an observation accompanied by interviews to obtain data and also data processing. The result of this research is that the conflict that occurs is relatively quite small or almost nonexistent. This can be seen through the results of interviews with the elected village head, the success team and also some residents in Kaliploso Village, Cluring District, Banyuwangi Regency which have been contained in the sub-discussion. So Ralf Dahrendorf's conflict management theory is very appropriate to use in solving this problem which is relatively quite small. Even the votes obtained were many, namely around eighty percent, and invalid votes were only five percent.
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PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu agenda yang sangat bergengsi karena dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan kepala desa ini juga dapat dijadikan sebagai suatu sarana dalam menyalurkan hak politik sekaligus sebagai bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.  Fenomena ini juga dianggap sebagai ajang pesta rakyat yakni demokrasi dimana memiliki suatu tujuan dalam menentukan pemimpin yang asalnya dari masyarakat itu sendiri atau warga desa (Safwan, 2023). Sama dengan yang lainnya dalam akhir pemilihan kepala desa ini pasti ada pihak yang menang dan juga ada pihak yang kalah tetapi bagaimanapun pihak yang kalah nantinya harus bisa menerima dengan lapang dada dan juga bisa menjadikan pilkades sebagai suatu tahapan yang biasa dalam hal pergantian sektor kepemimpinan.
 Adanya pergantian rezim dalam sektor kepemimpinan yakni dari Orde Lama ke dalam Orde Baru justru akan berdampak dalam hal menjauhkan Indonesia dari suatu sektor demokrasi, bahkan akan terjadi kemungkinan berbalik arah atau mengalami perubahan ke otoritarianisme. Di bawah bentuk sistem pemerintahan otoriter Orde Baru, suatu desa akan semakin tidak memiliki apa-apa atau termiskinkan (Herdiana, 2020). Suatu desa memiliki Kekayaan yang dapat berupa keragaman suatu sistem, lembaga ataupun suatu instansi tertentu dan juga tata nilai kelompok sosial kemasyarakatan desa yang ada di Indonesia tercabik-cabik format dari penyeragaman desa oleh suatu negara Orde Baru (Bubu, 2020a). 
Konsepsi yang ada pada pemerintahan Desa merupakan suatu pemerintahan yang dianggap mandiri akan semakin pudar pada era pemerintahan Orde Baru yang dapat ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mana menempatkan suatu Desa tertentu sebagai konsep hal yang bersifat administratif dibawah roda struktur pemerintahan Kecamatan, dimana dalam hal ini Kepala Desa tidak lagi bertanggungjawab terhadap banyak masyarakat desa justru sebaliknya pertanggungjawaban Kepala Desa akan disampaikan kepada banyak pejabat diatasnya sehingga harapannya Desa absolut akan kehilangan identik kemandiriannya.
Seperti yang kita jumpai di Desa pada umumnya, tidak sedikit para pendukung paslon yang menerima kekalahan paslon yang didukungnya dengan berbagai suatu alasan diantaranya merasa paling dirugikan atas hasil perolehan suaranya, banyak terjadi kecurangan atau politik uang dalam bentuk suap menyuap. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau biasa disingkat dengan UU Desa yang mana pemerintah mengatur pelaksanaan pilkades secara serentak sama seperti pilkada, hal tersebut termuat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang- Undang UU Desa (Bubu, 2020b). 
Ermayanti Elake, Abdul Kadir Ali dan Iriyani Abd. Kadir (2024) pada artikelnya yang berjudul Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, menjelaskan tentang mengidentifikasi jenis-jenis konflik, strategi penanganan konflik, dan hambatan dalam penyelesaian konflik di Desa Aketobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, pasca pemilihan kepala desa. Hasil dari penelitian ini terdapat enam kategori konflik yang berbeda: konflik interpersonal, konflik intrapersonal, konflik antara kelompok dan individu, dan konflik antar organisasi (Elake et al., 2024). Berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan pada saat ini yakni  peran atau upaya Kepala Desa Kaliploso Kecamatan Cluring dalam membangun kembali  kepercayaan masyarakat Desa Kaliploso terhadap pemerintahan Desa Kaliploso.
Falah (2021) pada artikelnya yang berjudul Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 terkait dengan money politics, menjelaskan tentang konflik yang terjadi dalam pilkades di desa Sudimoro akibat adanya praktik money politics. Untuk hasil penelitiannya adalah konflik yang terjadi didalam pemilihan Kepala Desa sudah menjadi hal yang dianggap wajar sebagai suatu bentuk adanya persaingan supaya dapat menjadi yang terbaik agar nantinya dapat dipilih oleh kalangan masyarakat, hal tersebut berdasar dari suatu pengalaman dalam berbagai rangkaian kegiatan pemilihan umum yang telah dilakukan dimana ketika berjalan pasti selalu ada konflik atau perselisihan yang terjadi diantara masyarakat yang memiliki beda calon pilihan (Falah & Fauzi, 2021). Berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yang menjabarkan mengenai peran yang dilakukan oleh Kepala Desa Kaliploso dalam membangun kembali tingkat kepercayaan masyarakat sebagai wujud memanajemen konflik yang terjadi ketika pemilihan Kepala Desa sedang berlangsung atau telah usai.
Naska Widayanti, Syaifudin S. Kasim dan Ambo Upe (2019) pada artikelnya yang berjudul Konflik Sosial pada Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan), menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial pada pemilihan kepala desa, dan bentuk resolusi konflik sosial pada pemilihan kepala desa di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan (Naska Widayanti, 2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab konflik dalam pemilihan kepala desa, meliputi: (1) Sikap ambisius antar masyarakat pendukung calon; (2) Tidak mau menerima kekalahan; (3) Perbedaan kepentingan antara individu/kelompok . Berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini yakni tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala Desa Kaliploso dalam memanajemen konflik yang terjadi dilakukan dengan cara mengembalikan lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa Kaliploso.
Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tiap calon yang akan maju tidak main-main dalam mempersiapkan dana untuk kampanyenya itu bahkan ada yang sampai menjual aset pribadinya berupa tanah, rumah, mobil dan lain-lain. Pemilihan kepala desa ( pilkades ) kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi memunculkan hal yang unik dan sangat beda dengan yang lainnya karena mantan istri maju mengisi bangku kosong calon kepala desa. Mantan istri maju mengisi bangku kosong karena atas dasar ingin bersaing karena ada yang mengkompori atau menghasut biar panas sehingga memunculkan gejolak polemik dikalangan masyarakat Desa Kaliploso. Dari sini perlu adanya upaya dari Kepala Desa terpilih dalam memanajemen konflik melalui hal-hal yang sangat efektif.
Manajemen konflik Kepala Desa Kaliploso dilakukan supaya dapat menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi ketika pemilihan Kepala Desa berlamgsung atau ketika pemilihan Kepala Desa tersebut telah usai. Salah stu yang dilakukan dalam penyelesaian konflik Kepala Desa adalah dengan jalan musyawarah, hal ini merupakan suatu alternatif agar tidak sampai terjadi gesekan badan antar warga Kaliploso dan juga lebih enak, karena upaya penyelesaian dengan musyawarah ini dan duduk bersama itu hal yang sangat baik dan bagus serta juga bisa menghangatkan suasana (Muhammad Zidhan, 2023).
Omah rembuk sebagai salah satu alternatif untuk musyawarah dan duduk bersama yang digagas oleh Kepala Desa Kaliploso,untuk memecahkan permasalahan-permasalahan salah satunya seperti konflik pilkades dimana banyak pihak yang tidak terima dengan hasil perolehan yang begitu jauh sehingga ketika proses perhitungan sedang berlangsung terjadi lempar lemparan kursi dan suasana sekitar tempat perhitungan suara begitu tegang (Sar, 2021). Tidak hanya itu saja banyak yang melakukan aksi pelemparan pasca perhitungan telah usai yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, Kepala Desa terpilih yakni Bapak Rudi Hartanto merangkul kembali orang-orang yang telah membuat kerusuhan dan menganggap mereka semua menjadi kawan serta mengajak untuk mewujudkan Desa Kaliploso yang baik,berkembang dan sejahtera supaya nantinya tidak timbul konflik pilkades baru lagi dimasa yang akan datang (Iverson, 2024).
Konflik pilkades terjadi karena atas perbedaan pendapat dan pendukung yang kebanyakan memiliki SDM pendidikan yang rendah serta adanya ketidak sepahaman terhadap tujuan membangun Desa Kaliploso, hal ini akan menghambat jalan pemilihan Kepala Desa. Lawan yang maju untuk bersaing di pemilihan Kepala Desa tak lain lagi adalah mantan istri dari Bapak Rudi Hartanto sebagai Kades yang terpilih lagi untuk periode keduanya dan menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk mewujudkan masyarakat Desa yang berkemajuan (Wance & Ibrahim, 2019). 
Masyarakat Desa Kaliploso tentunya akan bertanya-tanya dan pastinya juga akan terheran-heran ketika mantan istri tersebut maju mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Peristiwa ini akan menimbulkan dampak yang amat serius yakni ketidak kepercayaan masyarakat terhadap kades yang terpilih. Maka, dari sini Bagaimana peran Kepala Desa terpilih dalam wujud menstabilkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa Kaliploso?.



KAJIAN PUSTAKA
Pada penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik Ralf Dahrendorf, dimana memiliki 5 sub indikator yakni Struktur Kekuasaan, Perubahan dan Kekuasaan, Konflik sebagai proses yang konstruktif, Resolusi Konflik, serta Demokrasi dan Pluralisme. 
Penelitian Irmayanti Elake , Abdul Kadir Ali, Iriyani Abd. Kadir pada tahun 2024 yang berjudul ”Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan “, menggunakan metode Kualitatif yang memuat hasil Dominasi menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam penyelesaian konflik merupakan bentuk represi dengan memandatkan pengurangan konflik yang timbul.


METODE

Jenis metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan melakukan suatu observasi yang diikuti oleh wawancara, serta juga pengolahan data. Menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpacu  pada paham postpositivisme, yang dapat digunakan dalam melakukan aktivitas penelitian yang alamiah yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digabung (triangulasi), analisis data yang bersifat induktif atau deduktif, serta hasil penelitian yang lebih menekankan pada arti atau makna secara umum (Sugiyono, 2013, hal. 9)

HASIL DAN PEMBAHASAN	Comment by tes: Sesuaikan besar spasi. Terlihat spasi tidak sama dengan tulisan sebelumnya.
Pengaturan Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan kepala desa tertuang pada suatu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang suatu perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang suatu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang secara inti mengatur tentang konsep mekanisme pelaksanaan ataupun penyelesaian hasil pemilihan suatu Kepala Desa merupakan wewenang yang eksekutif (Husaini & Sukarna, 2019). 
Secara umum, maka suatu pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tentang pemilihan kepala desa terutama pada bagian BAB III pokok kesatu Pasal ke-6 dan juga pada pokok kedua Paragraf 1 Pasal ke-7, dalam ketentuan pasal ke-6 menjabarkan bahwasannya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan atau dijalankan melalui suatu proses tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan yang terakhir adalah penetapan. Selanjutnya pasal ke-7 menjelaskan bahwasannya Persiapan dalam melakukan pemilihan kepala desa sebagaimana yang dimaksud pasal ke-6 huruf A, terdiri atas rangkaian kegiatan:
a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berahir masa jabatan;
b. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh badan Permusyawaratan Desa ditetapkan 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati/ Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dalan jangka 30 ( tiga puluh ) hari sejak terbentukanya panitia pemilihan; dan
e. Persetujuan biaya pemulihan dari Bupati/walikota dalam jangka 30 ( tiga puluh ) hari sejak diajukan oleh panitia (Suhardiyanto & Setiajid, 2017).

Adapun tugas dan wewenang panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota
sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun
2014 tentang pemilihan kepala desa adalah (Wandi & Adnan, 2017):
a. Merencanakan, mengkoordinasikan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota
b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa
c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara 
d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengakapan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;dan
h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota .

Secara teknis, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 meliputi :
a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat
c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
f. Menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan
g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
i. Melaksanakan pemungutan suara
j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
k. Menetapkan calon kepala desa terpilih
l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanan pemilihan.

Peran Kepala Desa Kaliploso Pasca Pilkades
Desa Kaliploso merupakan suatu Desa yang terletak di bagian Banyuwangi selatan, lebih tepatnya berada di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Desa kaliploso sendiri terdiri dari dua Dusun yakni Plosorejo dan Kalirejo. Untuk jumlah masyarakat Desa Kaliploso ada 4.980 orang.  Kepala Desa Kaliploso yakni Bapak Rudi Hartono menjabat untuk kedua Kalinya pada tahun ini. Sistem pemerintahan Desa yang diterapkan pada kepemimpinan Bapak Rudi Hartono cukup sangat baik. Apalagi untuk saat ini Beliau terpilih lagi menjadi Kepala Desa Kaliploso setelah melawan mantan istrinya yang maju dalam persaingan ketat pemilihan Kepala Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Tentunya masyarakat akan berfikir secara obyektiif kenapa mantan isitrinya yang menjadi saingan calon Kepala Desa atau untuk mengamankan posisinya saja sebagai Kepala Desa Kaliploso.
Persepsi diatas akan menimbulkan konflik dikalangan masyarakat Desa Kaliploso. Menurut Ralf Darendorf konflik dianggap sebagai suatu fenomena atau peristiwa yang tak terelakkan dan sebagai esensial terhadap masyarakat. Pemikiran Dahrendorf ini dipengaruhi oleh adanya perspektif konflik secara struktural dan juga memperluas pandangan ini dengan cara melihat konflik yang ada didalam masyarakat sebagai motor penting atau penggerak dalam dinamika perubahan sosial bermasyarakat (Nabilah, 2021). Dalam lingkup manajemen teori konflik Ralf Dahrendorf dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yakni:

1. Struktur Kekuasaan: Dahrendorf berpendapat bahwa konflik itu dapat muncul dari struktur kekuasaan yang secara nyata tidak merata dalam masyarakat. Setiap masyarakat itu pasti memiliki kelompok sosial yang menguasai atau menduduki sumber daya dan juga kekuasaan (otoritas) serta kelompok yang dianggap tidak memiliki akses serta juga jalan yang sama terhadap lingkup kekuasaan tersebut.
2. Perubahan dan Kekuasaan: Menurutnya, konflik terjadi karena kelompok yang tidak memiliki kekuasaan tidak puas dengan keadaan saat ini yang diatur oleh kelompok yang berkuasa. Perjuangan untuk mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan adalah bagian dari konflik kekuasaan.
3. Konflik sebagai Proses yang Konstruktif: Berbeda kebanyakan teori pada umumnya yang melihat konflik itu sebagai sesuatu yang sangat perlu untuk dihindari atau diminimalisir, Dahrendorf berpendapat bahwasannya konflik itu dapat mempunyai peran yang bersifat konstruktif dalam membawa kultur perubahan dan evolusi dalam konteks sosial. Konflik menyebabkan perubahan aturan dan struktur dalam lingkup masyarakat dimana pada gilirannya membawa ke bentuk adaptasi ataupun perkembangan masyarakat.
4. Resolusi Konflik: Meskipun Dahrendorf melihat konflik yang dianggap sebagai sesuatu yang inherent dalam setiap lingkup masyarakat, beliau juga menyerukan pentingnya mekanisme atau proses untuk resolusi konflik. Menurut beliau, masyarakat yang sehat itu adalah masyarakat yang mempunyai cara efektif dalam mengelola dan menyelesaikan persoalan konflik, biasanya dilakukan dengan cara negosiasi dan kompromi.
5. Demokrasi dan Pluralisme: Dahrendorf menyatukan kemampuan masyarakat untuk mengatasi konflik dengan keberadaan sistem demokrasi dan pluralisme, yang sangat memungkinkan terjadi keberagaman pendapat dan juga kepentingan untuk dapat diungkapkan dan juga diperjuangkan secara terbuka.
Melalui lensa Dahrendorf, manajemen konflik dalam organisasi bukan hanya tentang mengeliminasi konflik tetapi tentang memahami dan mengelolanya sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar. Ini menuntut pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif dalam manajemen, di mana konflik dikelola dengan cara yang membawa perubahan positif dan produktif.
Kepala Desa Kaliploso mempunyai suartu peranan yang sangat penting dalam menstabilkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Desa Kaliploso salah satunya adalah dengan cara duduk bersama di omah rembug untuk mendengarkan keluh kesan masyarakat dan Kepala Desa Kaliploso juga terbuka terhadap masyarakatnya.

Hasil Penelitian diperjelas dengan teori Ralf Dahrendorf, seperti dibawah ini

1. Struktur dan kekuasaan
Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwasannya konflik itu timbul dari adanya struktur kekuasaan yang dimana secara nyata tidak dapat terjadi pemerataam dalam lingkup bermasyarakat. Setiap warga pasti selalu mempunyai kelompok sosial yang sudah merajai atau bahkan menduduki sumber daya sekitar dan juga kekuasaan serta adanya suatu kelompok yang diklaim tidak mempunyai suatu jalan atau cara serta juga akses yang sama yang mengarah pada lingkup kekuasaan itu.
Perolehan suara dari Pak Rudi Kades cukup sangat tinggi yakni Beliau mendapatkan perolehan suara 80%, untuk lawannya yakni mantan istrinya sendiri cukup rendah yakni hanya memperoleh 15%, namun juga ada 5% suara yang tidak sah. Beliau juga mengemukakan bahwasnnya tingkat perolehan suara yang cukup tinggi itu menunjukkan tingkat legitimasi politiknya itu sangat tinggi. Seperti yang disampaikan Pak Rudi Kades dalam wawancara dibawah ini:
“Di Desa Kaliploso ini saya sadar bahwa kalo periode sekarang ini secara legitimasi saya cukup sangat tinggi diliat dari presentase suara saya 80%, sedangkan kemarin yang menjadi teman dipilkades dapat bersantai, kurang lebih ada 15%, 5% gak sah. Nah, dengan tingkat perolehan suara yang rendah tinggi itu menunjukkan tingkat legitimasi politik saya itu cukup tinggi di Kaliploso.”
Tingkat perolehan suara yang cukup tinggi menandakan bahwasannya partisipasi masyarakat Desa Kaliploso itu cukup sangat baik. Hal ini juga menjadi pertanda bahwa sistem demokrasi berjalan dengan cukup sangat baik sekali.
Sebagai Kepala Desa Pak Rudi mempunyai otoritas penuh dalam mengkordinir dan juga menjalankan roda kekuasaannya. Beliau juga bisa memberi surat keputusan terhadap siapa yang menjadi pelaksana kegiatan, tim pelaksana kegiatan. Beliau juga menekankan bahwasannya tidak ada yang namanya Kepala Desa itu mempunyai Periogatuf penuh karna nantinya bisa sangat fatal. Dibawah ini merupakan percakapan dengan Bapak Rudi Kades :
“saya punya otoritas penuh mengkordinir, ngasih SK siapa pun yang menjadi pelaksana kegiatan, ngasih SK siapa yang menjadi tim pelaksana kegiatan. Di tim pelaksana kegiatan itu juga ada tim pemeriksa, juga ada tim pelaksana teknisnya, juga ada tim evaluasi dan seterusnya. Nah disitu kita dibatasi oleh banyaknya instrumen. Tidak ada istilah Kades mempunyai periogatif penuh karena akan berakibat fatal. Semakin besar kegiatan musyawarah.”
Hal diatas menunjukkan bahwasannya seorang Kepala Desa pasti mempunyai otoritas penuh dalam mengemban tugas dan melaksanakan progamnnya guna memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Desa. Dalam mengemban otoritasnya Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa yang akan menjadi partnernya selama 5 tahun mengemban kedudukan sebagai seorang Kepala Desa.	Comment by tes: Huruf K dan huruf D, gunakan huruf kecil, kecuali ada nama peronel,  gunakan untuk semua frasa pada artikel ini, menjadi kepala desa.

2. Perubahan dan kekuassaan
Menurut  Dahrendorf, terjadinya konflik diakibatkan ketidakpuasan kelompok yang tidak berkuasa  terhadap suatu keadaan dimasa sekarang ini dimana telah diatur oleh kelompok yang memiliki kuasa penuh. Dalam mempertahankan dan juga merubah struktur kekuasaan perlu adanya perjuangan serta termasuk kedalam Perjuangan untuk mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan adalah bagian dari konflik kekuasaan.

Konflik di Desa Kaliploso ini terbilang cukup rendah. Hal ini dapat kita simpulkan dari wawancara dengan Kepala Desa Kaliploso. Beliau menyampaikan bahwa pentingnya untuk duduk bersama antar pimpinan ormas. Ormas yang ada di Desa Kaliploso antara lain; LSM Garuda Jaya, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Anak Cabang Nahdatul Ulama, dan Perguruan Silat. Berikut wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kaliploso : ”Desa ini relatif cukup rendah, konflik sosial terutama. Kalau konflik antar Ormas saya pikir sudah bisa diredam dengan seringnya duduk bersama antar pimpinan Ormas.”
Kegiatan duduk bersama antara ormas ini dilakukan seminggu sekali bertempat di Omah Rembug Kantor Kepala Desa Kaliploso. Omah rembug itu dibuat oleh Kepala Desa dengan tujuan untuk tempat musyawarah guna menyelesaikan permasalahan dan tempat untuk berdiskusi, manfaatnya adalah masalah dapat terselesaikan dengan sangat baik tanpa adanya suatu gesekan badan serta dapat dijadikan sebagai alat untuk bertukar ide/gagasan antar ormas atau antar masyarakat.

Saat mewawancarai warga kaliploso, salah satu warga bernama Ibu Nuraini Rahma menyampaikan ada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan insfrastruktur di Desa Kalipoloso. Hal seperti yang disampaikan dalam wawancara berikut:
”Saya pilih beliau karena programnya yang menjanjikan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan di Desa Kaliploso. Saya berharap beliau dapat memenuhi janjinya. Ini kedua semenjak beliau menjabat, untuk kepemimpinan tahun lalu cukup baik sekali, yah mudah-mudahan Desa Kaliploso ini lebih berkembang lagi apa lagi di era teknologi digital ini.”
Peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan infrastruktur sudah dilakukan ketika beliau menjabat sebagai Kepala Desa di periode tahun lalu seperti pengelolaan taman Baca Al-Quran, pembangunan jalan, pembangunan rumah peribadatan dan lain lain. Beliau sekarang terpilih kembali untuk mengemban amanah menjadi Kepala Desa yang kedua kalinya. Tak heran jika banyak masyarakat Desa Kaliploso yang puas terhadap hasil kinerja dari periode kepemimpinan sebelumnya.
Salah satu warga Desa Kaliploso bernama Ibu Nur Aini Rahma yang sudah diwawancarai kemudian mengungkapkan harapan yang begitu besar terhadap Kepala Desa terpilih agar mampu mengatasi permasalahan yang sudah ada sejak dulu seperti; Masalah tentang sampah, dan menekan angka pengangguran untuk membuka lapangan pekerjaan. Seperti hasil wawancara dibawah ini:
”saya ingin desa kita lebih maju. Harapan saya, kepala desa baru bisa membangun kekompakan dari warga Kaliploso dan bisa mengatasi masalah tentang sampah yang sudah lama menjadi masalah di sini. Juga, saya harap beliau bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, terutama untuk kaum muda”.
Masalah sampah yang ada di Desa Kaliploso diakibatkan karena banyaknya sumber daya manusia yang rendah disana atau kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Kaliploso mengenai menjaga kebersihan lingkungan serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Desa dalam menanggulangi hal ini. Untuk lapangan pekerjaan sudah dibantu usahakan oleh pemerintah Desa Kaliploso bahkan sampai mengadakan workshop untuk bisnis plant. Kepala Desa Kaliploso membentuk komunitas budidaya buah naga atau biasa disebut dengan KB2N yang didalamnya mengelola aneka camilan uyang dihasilkan dari buah naga seperti kripik buah naga, yougurt, kerupuk dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa menjalin kekompakan dan menyatukan masyarakat yan dulu sempat bergesekan, sekrang sudah bisa menjalin kerukunan yang kuat.

Tidak hanya bu Nur Aini Rahma yang kami wawancara i seputar pemilihan Kepala Desa Kaliploso, namun kami juga mewawancarai Pak Ghofur warga Kaliploso. Pak Ghofur memberikan alasan kenapa beliau memilih Bapak Rudi yang kini terpilih menjadi Kepala Desa. Seperti hal nya percakapan dibawah ini dengan Pak Ghofur warga Desa Kaliploso :

“Saya memilih berdasarkan program kerja yang ditawarkan oleh calon. Selain itu, rekam jejak dan integritas calon juga sangat mempengaruhi pilihan saya. Dulu kepemimpinannya juga sangat baik sekali, tahap pembangunan berjalan dengan rata. Pak rudi itu memang orangnya sangat hebat.”
Berdasarkan paparan dari Pak Ghofur diatas dapat dijabarkan bahwasannya kepemimpinan Bapak Rudi sebagai Kepala Desa di Periode sebelumnya cukup sangat baik sekali, apa lagi sekarang Beliau menyalonkan diri lagi sebagai Kepala Desa, pasti banyak warga yang mendukung dan progam dari Bapak Rudi Kades ini cukup menjanjikan sekali.
Dalam menjalankan roda kepemimpinannya beliau kini mengusung progam baru yakni progam pembangunan inklusif yang mana progam ini akan menjadi jargon kebanggan desa Kaliploso. Dibawah ini merupakan hasil percakapan dengan Bapak Rudi Kepala Desa terpilih :
“ progam pembangunan inklusif, yang menjadi suatu inovasi besar desa menjadi jargon hari ini dan masuk ke dalam RPJMdes kami. Pola pembangunan inkulsif ini satu hal yang nantinya menjawab sekian banyak masalah. Kalau berbicara desa propersoalannya hampir sama dengan desa-desa yang lain, Ada masalah infrastruktur, Ada masalah pendidikan, ada masalah keagamaan,ekonomi ini masuk lagi ke UMKM pertanian,peeternakan dan seterusnya.”
Pola pembangunan inklusif ini merupakan segala sesuatu yang nantinya bisa menjawab segala aspek permasalahan mulai masalah pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Dari sini merupakan wujud peran yang dilakukan Kepala Desa Kaliploso dalam menstabilkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintahan Desa Kaliploso salah satunya dapat diwujudkan melalui progam pembangunan inklusif.

3. Konflik sebagai proses yang konstruktif
Menurut penndapat Ralf Dahrendorf  konflik itu memiliki suatu peran yang sangat amat konstruktif dalam hal membawa suatu budaya perubahan dan juga suatu evolusi dalam konteks lingkupsosial. Konflik sendiri mengakibatkan perubahan suatu aturan dan struktur yang ada di masyarakat dimana nanti ketika gilirannya pasti akan membawa ke dalam wujud adaptasi atau perkembangan masyarakat itu sendiri.
Proses pemilihan Kepala Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi cukup berjalan dengan baik, ya walaupun ada sedikit hambatan dikarenakan saling panas,panasan atau saling mengompori ketika proses perhitungan itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dibawah ini merupakan hasil percakapan dengan Ibu Siti Warga Kaliploso:
“Proses pemilihan kali ini cukup baik menurut saya. Panitia bekerja dengan sangat profesional dan semuanya berjalan dengan tertib. Tidak ada kendala yang berarti, ya paling Hanya panas-panasan yang demikian lah, soalnya itu terjadi ketika waktu proses perhitungan suara itu dilakukan. Semua warga Desa Kaliploso bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Saya senang melihat bahwa demokrasi di desa kami berjalan dengan baik. Menurut hasil Cuma 5% suara yang tidak sah dari jumlah total.”
Proses perhitungan berjalan cukup baik menandakan antusias warga dalam pemilihan Kepala Desa cukup besar sekali. Hambayan kecil yang terjadi tandanya bukan untuk menghentikan langkah dalam melakukan proses perhitungan suara. Didapatkan hasil 5% suara yang tidak sah pada pemilihan Kepala Desa  kali ini.
Dalam melaksanakan kewajibannya dan menjalankan tugasnya Kepala Desa tidak boleh semena-mena buat aturan sendiri atau berjalan bebas karena Kepala Desa dibatasi oleh yang namanya otoritas itu sendiri. Secara absoult memang beliau pemangku kebijakan. Seperti yang diungkapkan Bapak Rudi sebagai Kepala Desa Kaliploso dibawah ini :

“Kepala Desa itu dibatasi oleh otoritas itu sendiri Kepala Desa itu dalam yang absolut memang dia itu pemangku kebijakan, dia itu berkuasa posisi pengguna anggaran tapi dalam katalog praktek disitu ada proses panjang ada musyawarah yang nantinya diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa dan proses pelaksanaan kegiatan itu harus ada tim pengelola kegiatan. Jadi menggunakan otoritas atau hak preogatif yang dimiliki Kepala desa ternyata tidak bisa serta merta ada banyak instrumen yang kemudian menjadikan peluang Kepala Desa untuk bisa menggunakan hak preogatifnya itu lebih baik dengan cara keterlibatan orang banyak.”

Kepala Desa harus bisa dengan jeli dalam menggunakan otoritas atau hak periogatifnya itu supaya nantinya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terlaksana cukup baik dan lancar.

4. Resolusi Konflik
Melalui lensa Ralf Dahrendorf berpendapat bahwasanya konflik dianggap sebagai hal yang bersifat inherent yang ada dalam lingkup masyarakat, dari sini beliau menekankan pentingnya mekanisme untuk resolusi konflik. Ralf Dahrendorf mengatakan, masyarakat yang sehat yakni masyarakat yang mana mempunyai suatu cara atau alternatif yang cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dan dapat menyelesaikan persoalan mengenai konflik, biasanya hal ini dilakukan melalui cara negosiasi dan juga kompromi.
Adanya proses meyakinkan menjadi suatu dasar dimana tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon Kepala Desa itu mulai terbentuk, yang mana dapat dianalisis melalui progam pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa yang dijanjikan serta segi pendidikan yang memadai. Seperti halnya yang tercantum dalam wawancara berikut ini :
“Ya kami adalah memastikan transisi yang lancar dan memulai pelaksanaan program-program yang telah kami janjikan. Pak Rudi sangat serius dalam memprioritaskan infrastruktur desa dan pendidikan, sehingga itu akan menjadi agenda pertama kami.”
Proses untuk meyakinkan pemilih dilakukan olehhtim sukses dengan menjual progam-progam yang sangat strategis untuk pembangunan Desa Kaliploso. Apa lagi dalam pembangunan infrastruktur desa dan juga pendidikan pasti banyak warga yang tergiur dengan hal tersebut.

Salah satu warga yang bernama Bapak Ghofur memberikan beberapa statement untuk warga lainnya agar mendukung penuh setiap progam yang di laksanakan oleh pemerintah Desa Kaliploso. Seperti hal nya dibawah ini hasil wawancara bersama Pak Ghofur selaku warga Desa Kaliploso:
“Saya pikir warga harus proaktif dalam mendukung program-program pemerintah desa. Partisipasi aktif dari warga sangat penting untuk keberhasilan setiap program yang dijalankan oleh kepala desa. Intinya ya juga harus kompak membangun gorong royong.”
Partisipasi aktif dari warga akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kelangsungan progam Desa dimana dalam hal ini menjunjung tinggi prinsip gotong royong serta toleransi yang sangat kuat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, desa yang maju dan juga desa yang berkembang.
Kepala Desa Kaliploso juga memberikan beberapa paparan mengenai tradisi yang ada di Desa Kaliploso yakni tradisi Berdiskusi dan pastinya harus melungkan banyak waktu untuk hal tersebut. Dibawah ini adalah hasil percakapan dengan Bapak Rudi Kepala Desa Kaliploso:
“Di Desa kita ini adalah tradisi berdiskusi. Ada waktu dimana kami harus berkumpul bersama antara kami dan perangkat, dengan OPD, kita dengan lembaga masyarakat desa yang lain atau tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu kita lakukan dalam rangka menemukan aspek apa yang mampu memudahkan kita, kita sebut sebagai sebuah inovasi.”
Dalam hal berdiskusi para tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain itu berkumpul menjadi satu untuk bertukar ide, gagasan dan juga alternatif. Sehingga out put yang dihasilkan nantinya adakah sebuah inovasi atau sebuah trobosan yang sudah disepakati oleh semua pihak. Tak hanya itu, dalam berdiskusi juga mampu menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara mencari jalan keluarnya.

5. Demokrasi dan Pluralisme
Ralf Dahrendorf sendiri menyatukan kemampuan yang dimiliki oeleh masyarakat untuk dapat mengatasi suatu persoalan konflik dengan cara adanya keberadaan suatu sistem demokrasi dan pluralisme, yang mana hal ini sangat memungkinkan untuk terjadinya berbagai macam pendapat dan juga terjadi suatu kepentingan yang dapat diungkapkan dan juga dapat diperjuangkan secara nyata dan terbuka.

Tim sukses dari Pak Rudi juga memberikan beberapa strategi terkait pemilihan Kepala Desa Kaliploso untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Seperti yang tercantum pada hasil percakapan dibawah ini oleh Ibu Ernawati selaku tim sukses Bapak Rudi:

“Strategi kami fokus pada pendekatan langsung kepada warga Kaliploso. Kami percaya bahwa mendengarkan kekhawatiran dan harapan mereka secara langsung akan membantu kami menyusun program yang resonan dan pasti ketika pemilihan banyak yang akan memilih Pak Rudi. Pak Rudi juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan transparansi, yang kami angkat sebagai poin utama dalam setiap dialog. Pada waktu pemilihan juga masyaraka aktif ikut serta dalam hal tersebut dan sangat percaya kepada Pak Rudi untuk dapat mewujudkan mimpi dari masyarakat.”
Strategi yang kuat akan menjadi pondasi yang kokoh dalam penentuan hasil pemilihan Kepala Desa. Stategi yang digunakan oleh tim sukses sangat hebat sekali, hal ini sangat memuat asas demokrasi ketika pemilihan berlangsung karena Pak rudi berasal dari rakyat, dan lalu dipilih oleh rakyat dan Pak rudi bekerja membangun Desa dan juga kesejahteraan itu untuk rakyat.
Ibu Ernawati juga menjelaskan mengenai tantangan yang terbesar agar setiap progam yang dilakukan itu berjalan dengan lancar dan Beliau juga mengharapkan dukungan yang sangat penuh kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lain lain. Seperti yang kita lihat tercantum pada hasil wawancara dibawah ini:
“tiap perubahan selalu bertahan pada tantangan. Saya rasa tantangan terbesar kami adalah memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat Desa Kaliploso. Selain itu, keterbatasan anggaran juga bisa menjadi hambatan, namun kami optimis dapat mengatasinya dengan manajemen yang baik.”
Adannya keterbatasan anggaran juga mampu menghambat proses pemilihan Kepala Desa, tapi Tim Sukses Bapak Rudi sangat optimis mampu untuk mendapatkan suara yang sangat banyak karena sejatinya mereka hadir untuk rakyat.

Salah satu warga yang bernama ibu Siti juga memberikan penjelasan tentang kesadran warga yang semakin meningkat ketika proses pemilihan Kepala Desa akan berlangsung, hal gtersebut bisa dilihat melalui hasil percakapan dibawah ini dengan Ibu Siti, selaku warga Desa Kaliploso:
“karena kesadaran warga untuk terlibat dalam pemilihan semakin meningkat. Selain itu, Kepala Desa yang tahun lalu maju lagi mencalonkan diri dan ada saingannya yakni dari mantan istrinya itu sendiri serta pastinya membawa ide-ide baru untuk perubahan di Desa Kaliploso ini, menjadi banyak warga, yang antusias untuk ikut serta.”
Hal ini menandakan bahwa demokrasi yang ada di Desa Kaliploso cukup sangat baik karena mereka peduli dengan demokrasi untuk mewujudkan sesuatu hal yang baik.

Banyak warga sangat puas dengan hasil pemilihan Kepala Desa Kaliploso, karena berjalan dengan cukup hikmat ya walaupun ada bebrapa kendala. Hal ini juga terlihat bahwa Demokrasi cukup sangat tinggi. Seperti yang tercantum pada wawancara dibawah ini dengan  Bapak Ghofur selaku Warga Desa Kaliploso:

“Ya le, emm…Saya cukup puas dengan hasil pemilihan ini. Saya melihat bahwa prosesnya berjalan dengan lancar dan transparan. Kepala desa terpilih, Pak Rudi, memang sudah dikenal di desa kami sebagai sosok yang peduli masyarakat dan memiliki banyak pengalaman dan sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Kepala Desa Kaliploso. Ini saat kedua beliau menjabat lagi. Kinerjanya cukup baik sekali tas.”	Comment by tes: Perbaiki spasi

KESIMPULAN

Pada penelitian ini mengenai manajemen konflik pilkades dapat digaris bawahi bahwasannya konflik yang terjadi relatif cukup kecil atau hampir tidak ada. Hal ini bisa dilihat melalui hasil wawancara kepada kepala desa terpilih, tim sukses dan juga beberapa warga di Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yang telah tertuang dalam sub pembahasan . Maka teori manajemen konflik Ralf dahrendorf sangat pas digunakan dalam memecahkan permasalahan ini yang relatif cukup kecil.
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